
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN
MELAKUKAN KESALAHAN BERAT MENURUT PENGADILAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 137/G/2014/PHI/PN.BDG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : BUDI LAHMUDI
NPM : 201210115259

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA
2016



Pemutusan Hubungan..., Budi, Fakultas Hukum 2016



Pemutusan Hubungan..., Budi, Fakultas Hukum 2016



Pemutusan Hubungan..., Budi, Fakultas Hukum 2016



Pemutusan Hubungan..., Budi, Fakultas Hukum 2016



vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hidup adalah perjuangan setiap perjuangan pasti ada
pengorbanan walau pahit di awal pasti manis pada akhir

nya.
Dimanapun kita hidup harus mempunyai artiuntuk diri

kita dan orang lain

PERSEMBAHAN

Karya ini, penulis persembahkan untuk :

Orang yang paling terkasih dan yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus

tanpa mengharapkan apapun, iklas tulus dan

mengajarkan apa artinya sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita,

ayah dan Ibu

Terima kasih untuk kesabaran dan kasih sayang yang engkau berikan

takkan pernah sanggup terbalaskan

Istri dan anak-anakku

Hanya doa dari kalian akhirnya anak/suami/ayah-mu lulus dan meraih gelar Sarjana

Hukum

Kita akan selalu bersama untuk selamanya
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ABSTRAK

BUDI LAHMUDI, 201210115259, Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Melakukan
Kesalahan Berat Menurut Putusan Pengadilan Hubungan Idustrial ( Studi Kasus Putusan
Nomor 137/G/2014/PHI/PN.BDG) xi, 83 halaman, 2016

Kata Kunci :  Pemutusan Hubungan Kerja Karena di duga melakukan kesalahan berat dengan
dasar hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar
pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara ketenagakerjaan yang terjadi antara
Pekerja dan Pengusaha, yang mana dalam melakukan putusan majelis hakim tidak
mempertimbangkan hukum lain yang berhubungan dengan dasar hukum dalam memberikan
putusan, karena putusan hakim pengadilan industrial yaitu memutus hubungan kerja antara
Tergugat (Pengusaha) dan Pengugat yaitu (Pekerja) yang di karenakan Pekerja melangar
Undang-undang No.13 tahun 2003 pasal158 ayat satu (1) yaitu melakukan kesalahan berat, dan
tidak mempertimbangkan dalil dalil dari Penguggat (pekerja) yang mana  menurut Putusan
Makamah Konstitusi RI No. 012/PPU-1/2013 , pasal 158 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat , maka pemutusan hubungan kerja  (PHK) terhdap Penggugat (pekerja) dengan
alasan melakukan pelangaran pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun2003
dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka seharus nya Penggugat tidak diputus hubungan
kerjanya tanpa ada putusan dari Pengadilan Pidana, yang sampai di putuskan nya perkara
tersebut oleh Pengadilan hubungan Industrial Tergugat tidak bisa mebuktikan memperlihatkan
putusan dari Pengadilan Pidana.

. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif
dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang
berlaku.

( kesimpulan ) Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan perkara Nomor
137/G/2014/PHI/PN.Bdg yang salah satu amar putusannya menyatakan Hubungan Kerja antar
Tergugat dan Penggugat berakhir terhitung tanggal 21 Oktober 2013 yang mana Putusan hakim
pengadilan hubungan industri tersebut bertentangan dengan Keputusan Makamah Konstitusi,
karena itu haruslah ada pemahaman yang sama dari semua pihak yang berhubungan dengan
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar dapat memberikan sebuah kepastian
hukum bagi para pihak terutama pekerja.

. Pembimbing
Burhanuddin Hasan, SH.,M.H
Herybertus Sukartono, SH.,MH.M.M
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